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Abstrak 
Kedudukan hukum persaingan usaha dalam perspektif kepastian hukum pasca 
berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Reformasi tersebut menegaskan karakter 
administratif sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mereposisi 
penegakan hukum persaingan dalam kerangka administrative enforcement. Namun, 
penegasan normatif tersebut belum diikuti kodifikasi hukum acara yang komprehensif, 
sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewenangan penyelidikan, standar 
pembuktian, serta mekanisme pengujian yudisial. Penelitian ini menggunakan metode 
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif 
terbatas terhadap beberapa yurisdiksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepastian 
hukum tidak cukup dibangun melalui kejelasan norma substantif, tetapi juga 
mensyaratkan pengaturan eksplisit mengenai beban pembuktian, standar kecukupan 
alat bukti, dan batas kewenangan administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi 
Hukum Acara Persaingan Usaha yang terpisah dan sistematis guna menjamin 
prediktabilitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak pelaku usaha. 
Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Kepastian Hukum; Penegakan Hukum 
Administratif; Reformasi Hukum Acara Persaingan Usaha; Standar Pembuktian. 
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Abstract 
The legal position of Indonesian competition law from the perspective of legal 
certainty following the enactment of the Omnibus Law. The reform clarified the 
administrative nature of sanctions under Law No. 5 of 1999 and repositioned 
competition enforcement within an administrative framework. However, this 
normative clarification has not been accompanied by a comprehensive procedural 
codification, resulting in uncertainty regarding investigative authority, 
evidentiary standards, and judicial review mechanisms. This study employs 
normative legal research using statutory, conceptual, and limited comparative 
approaches. The findings demonstrate that legal certainty in competition law 
requires not only substantive clarity but also explicit regulation of the burden of 
proof, evidentiary thresholds, and procedural safeguards. The absence of a codified 
procedural framework risks inconsistent enforcement and weakens 
administrative legitimacy. Accordingly, the establishment of a structured Law of 
Business Competition Procedure is essential to ensure predictability, 
accountability, and effective protection of due process rights. 
Keywords: Administrative Enforcement; Competition Law; Legal Certainty; Procedural 
Reform; Standard of Proof 
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1. PENDAHULUAN 
Hukum persaingan usaha memiliki peran strategis dalam menciptakan 
lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan kompetitif (Lubis & Sirait, 2009). Di 
Indonesia, landasan filosofis hukum persaingan usaha seharusnya merujuk pada 
nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial, kesejahteraan bersama, 
serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas sistem hukum nasional 
(Areeda & Hovenkamp, 2022: 91). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan 
instrumen hukum utama yang bertujuan mencegah dominasi pasar oleh pelaku 
usaha tertentu, sekaligus menjamin terciptanya iklim persaingan yang sehat dan 
berkeadilan (Sirait, 2003). 

Implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia sering kali belum mampu 
secara optimal mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Hal ini 
tercermin dari berbagai kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), di antaranya perkara kartel minyak goreng, kartel tender, maupun 
praktik monopoli distribusi bahan pokok yang secara langsung merugikan 
masyarakat luas maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (KPPU, 2017). 
Misalnya, pada kasus kartel minyak goreng, KPPU mengidentifikasi adanya 
persekongkolan pelaku usaha besar yang mengatur harga minyak goreng secara 
sepihak, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi konsumen serta pedagang 
kecil dan menengah (Ayal et al., 2017). 

Permasalahan utama dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia 
terletak pada masih kuatnya pendekatan yang bersifat legal-formalistik, dengan 
penekanan utama pada penegakan aturan tertulis, akan tetapi minim dalam 
mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang inheren dalam falsafah Pancasila 
(Amala, Laras, et al., 2022; Priskila Ginting & Wartoyo, 2023; Silfiah & Puspytasari, 
2020; Syahrin et al., 2023). Akibatnya, upaya menciptakan keseimbangan antara 
kepentingan pelaku usaha besar dengan perlindungan terhadap pelaku usaha 
kecil dan menengah menjadi tidak optimal, sehingga diperlukan kajian kritis 
untuk mengevaluasi kembali sejauh mana hukum persaingan usaha di Indonesia 
telah mengakomodasi nilai-nilai tersebut. 

Perubahan lanskap hukum persaingan usaha di Indonesia pasca berlakunya 
Undang-Undang Cipta Kerja menandai reposisi terhadap karakter penegakan 
hukum persaingan usaha. Jika sebelumnya rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 masih menyisakan nuansa quasi-criminal dalam perumusan sanksinya, 
maka pasca perubahan tersebut, penegakan hukum persaingan usaha ditegaskan 
sebagai rezim administrasi. 

Reposisi ini membawa implikasi signifikan terhadap desain kelembagaan dan 
prosedural Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di satu sisi, penegasan 
sifat administratif memberikan kepastian mengenai karakter sanksi (Whish & 
Bailey, 2021). Namun di sisi lain, perubahan tersebut belum diikuti dengan 
kodifikasi hukum acara yang sistematis dan komprehensif. 

Ketiadaan Hukum Acara Persaingan Usaha (HAPU) yang terstruktur 
menimbulkan problem kepastian hukum (OECD, 2014), khususnya terkait: Batas 
kewenangan investigasi KPPU (Wils, 2004); Standar pembuktian dan alat bukti; 
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Mekanisme keberatan dan kontrol yudisial (Townley, 2009); dan Model 
penyelesaian melalui settlement dan leniency. Persoalan utama pasca UU Cipta 
Kerja, bukan lagi perdebatan filosofis mengenai dasar ideologis hukum 
persaingan usaha, melainkan kebutuhan mendesak akan reformulasi hukum 
acara guna menjamin kepastian hukum dalam penegakan administratif. 

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi 
kerangka analisis utama dalam penelitian ini (Rodriguez, 2007). Menurut 
Friedman, suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen pokok yang saling 
berhubungan, yaitu: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal 
structure), dan budaya hukum (legal culture) (Ab. Halim & Amni, 2023; Fauzia et 
al., 2021; Horwitz et al., 1977; Menski, 2006). Konsep ini digunakan untuk 
menganalisis sejauh mana hukum persaingan usaha di Indonesia dapat 
diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila secara efektif (Ab. Halim & Amni, 
2023). 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini antara lain adalah 
penelitian yang dilakukan oleh C. Lee (2005) yang menyatakan bahwa efektivitas 
hukum persaingan usaha sangat dipengaruhi oleh aspek struktural kelembagaan 
serta kultur hukum yang berkembang di suatu negara. Lee, juga menegaskan nilai-
nilai budaya dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap regulasi persaingan 
usaha, sehingga penegakan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada aspek 
legal-formal semata. Penelitian lain mengungkap bahwa penegakan hukum 
persaingan usaha yang tidak memperhatikan aspek sosial budaya sering kali 
menghadapi resistensi di tingkat implementasi. menemukan bahwa negara-
negara yang sukses dalam mengimplementasikan hukum persaingan usaha secara 
efektif adalah negara-negara yang berhasil menyelaraskan regulasi formal dengan 
nilai-nilai kultural setempat (Baried, 2015; Sumadi, 2017; Suraji et al., 2021). 

Selanjutnya, kajian oleh Gal & Cheng (2016) menyoroti pendekatan yang lebih 
holistik dalam penegakan hukum persaingan usaha, termasuk integrasi nilai-nilai 
lokal seperti keadilan sosial dan perlindungan pelaku usaha kecil. Penelitian ini 
menegaskan bahwa integrasi tersebut mampu menciptakan lingkungan 
kompetitif yang lebih adil, sekaligus meningkatkan legitimasi dan kepatuhan 
terhadap regulasi persaingan usaha. 

Dari beberapa penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa integrasi nilai-
nilai budaya lokal, khususnya dalam konteks Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila, sangat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan 
usaha. Penelitian ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan secara spesifik 
mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam 
struktur, substansi, dan budaya hukum persaingan usaha di Indonesia secara 
lebih konkret (Nasution, 2014; Sesse, 2013). Penelitian ini tidak hanya memiliki 
relevansi akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembentukan 
kebijakan persaingan usaha yang lebih efektif dan berkeadilan. 

2. METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan 
pendekatan komparatif terbatas (comparative approach) (Bogdan, R., & Biklen, 
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2017; Langbroek et al., 2017; Yin, 2018). Pendekatan perundang-undangan 
digunakan untuk menganalisis perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 pasca Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait sifat sanksi, 
kewenangan investigasi, dan mekanisme keberatan (Amala, Indriyani, et al., 
2022). Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah sejumlah putusan KPPU dan 
putusan keberatan di pengadilan yang menunjukkan adanya ketidakseragaman 
dalam penerapan standar pembuktian dan interpretasi kewenangan. Pendekatan 
komparatif dilakukan secara selektif terhadap model penegakan hukum 
persaingan usaha di Australia, Singapura, dan Italia untuk mengidentifikasi desain 
prosedural yang dapat menjadi rujukan dalam reformulasi Hukum Acara 
Persaingan Usaha di Indonesia (Sunaryo, 2018). 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1.  Kedudukan Hukum Persaingan Usaha Pasca UU Cipta Kerja dalam Perspektif 

Pancasila 

Kajian hukum persaingan usaha di Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 telah menjadi instrumen utama dalam mencegah praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat. Beberapa penelitian menyoroti bahwa substansi 
hukum ini lebih berorientasi pada kepastian hukum dan efektivitas ekonomi daripada 
perlindungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UU Cipta Kerja, yang 
mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 5/1999, bertujuan untuk meningkatkan 
fleksibilitas regulasi, tetapi masih terdapat kelemahan dalam mencerminkan prinsip 
keadilan sosial sebagai nilai fundamental dalam Pancasila (Amin, 2020; Putra, 2020; 
Tobing et al., 2024). 

Berdasarkan studi empiris, ditemukan bahwa struktur regulasi saat ini masih kurang 
adaptif terhadap perlindungan UKM. Kebijakan persaingan usaha cenderung 
menguntungkan perusahaan besar yang memiliki kapasitas hukum dan finansial lebih 
kuat dibandingkan dengan UKM (Gal & Cheng, 2016). Penelitian Gal & Cheng (2016) 
menyoroti bagaimana regulasi persaingan usaha di beberapa negara berkembang sering 
kali gagal dalam mendukung redistribusi ekonomi yang adil. 

Dalam konteks hukum ekonomi berbasis Pancasila, penelitian oleh Silfiah & Puspytasari 
(2020), menunjukkan bahwa hukum ekonomi nasional harus mencerminkan keadilan 
distributif dan gotong royong, bukan hanya kompetisi bebas. Sayangnya, peraturan 
persaingan usaha yang berlaku di Indonesia lebih menekankan pada aspek legal-
formalistik tanpa mempertimbangkan prinsip kolektivisme ekonomi dalam Pancasila. 

Berdasarkan hasil sistematisasi literatur, ditemukan beberapa tema utama yang menjadi 
sorotan dalam perumusan ulang substansi hukum persaingan usaha berbasis Pancasila, 
sebagai berikut: 

Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 belum secara 
eksplisit memasukkan prinsip keadilan sosial dalam substansi hukumnya. Regulasi saat 
ini lebih menitikberatkan pada larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat secara umum, tanpa ada ketentuan khusus yang melindungi UKM atau 
mengakomodasi prinsip distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. 

Beberapa penelitian menyoroti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum 
persaingan usaha di Indonesia masih berbasis sanksi administratif yang bersifat 
retributif. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan di negara-negara seperti 
Singapura dan Italia, di mana penyelesaian sengketa lebih menekankan pada mediasi dan 
kompromi yang melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha (C. Lee, 2005; Y. Lee, 2022). 
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Berdasarkan hasil analisis literatur, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat 
diadopsi untuk memperkuat integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum persaingan 
usaha adalah: Pertama, penambahan ketentuan perlindungan khusus bagi UKM dalam UU 
No. 5 Tahun 1999 agar lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial. Kedua, perlu 
dilakukan peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan 
mufakat untuk menggantikan pendekatan retributif yang dominan (Beaton-Wells, 2017). 
Ketiga, penguatan peran KPPU dalam menegakkan regulasi yang lebih adaptif terhadap 
kebutuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi ketimpangan antara pelaku 
usaha besar dan kecil. 

Hukum persaingan usaha di Indonesia masih perlu mengalami reformasi untuk lebih 
mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Regulasi yang ada masih terlalu 
berorientasi pada kepastian hukum dan efektivitas ekonomi, tanpa mempertimbangkan 
keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif sebagaimana diamanatkan oleh 
Pancasila (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 1 Tahun 
2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, 2022). Rekomendasi yang 
diusulkan mencakup: Pertama, Perubahan substansi hukum agar lebih proaktif dalam 
melindungi UKM dan usaha rakyat sebagai bagian dari keadilan sosial. Kedua, 
mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis gotong royong dan 
mediasi agar selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Ketiga, menyempurnakan peran 
KPPU sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan regulasi, tetapi juga mendukung 
pertumbuhan usaha berbasis prinsip ekonomi Pancasila. Melalui reformasi ini, hukum 
persaingan usaha tidak hanya akan menjadi alat untuk menciptakan iklim bisnis yang 
kompetitif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan 
kesejahteraan bersama dalam kerangka sistem ekonomi Pancasila (Rahardjo, 2004; 
Tjakrawerdaja et al., 2006). 

3.2. Implikasi Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Kepastian Hukum 

Hasil analisis terhadap struktur hukum menunjukkan bahwa Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga utama dalam penegakan hukum persaingan 
usaha di Indonesia telah memiliki peran utama dalam mengawasi praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat (Heriani, 2022; KPPU, 2017; Oktaviano & Dewi, 2018). 
Efektivitas struktur hukum ini masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal 
transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Pancasila, prinsip keadilan sosial dan 
demokrasi belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme kerja KPPU, khususnya dalam 
proses penyelesaian sengketa yang sering kali dianggap kurang inklusif (KPPU, 2017). 

Kajian terhadap mekanisme penegakan hukum menunjukkan bahwa struktur hukum 
yang ada belum sepenuhnya mendukung prinsip gotong royong sebagaimana 
diamanatkan oleh Pancasila. Proses penegakan hukum cenderung berorientasi pada 
pendekatan retributif, yang lebih menekankan pada pemberian sanksi daripada upaya 
kolaboratif untuk menyelesaikan masalah (Rombot et al., 2020). Hal ini mengindikasikan 
perlunya reformasi dalam struktur hukum untuk mendorong pendekatan yang lebih 
partisipatif, di mana pelaku usaha dapat dilibatkan dalam mencari solusi yang adil dan 
berkelanjutan. 

Struktur hukum yang ada masih memiliki keterbatasan dalam mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila, khususnya dalam aspek keadilan sosial. Misalnya, akses terhadap keadilan bagi 
pelaku Usaha, Kecil dan Menengah sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang 
kompleks dan biaya yang tinggi. Perlunya penyederhanaan prosedur hukum dan 
peningkatan kapasitas kelembagaan KPPU untuk memastikan bahwa semua pelaku 
usaha, tanpa memandang skala bisnisnya, dapat memperoleh perlakuan yang adil (Tim 
Penyusun, 2023). 
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Analisis normatif terhadap struktur hukum juga menunjukkan bahwa koordinasi antar 
lembaga terkait, seperti KPPU, pengadilan, dan pemerintah, masih perlu ditingkatkan 
untuk mendukung implementasi hukum persaingan usaha yang selaras dengan nilai-nilai 
Pancasila. Kurangnya sinergi antar lembaga sering kali menyebabkan inkonsistensi 
dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha kecil dan 
masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka koordinasi yang 
berbasis pada prinsip gotong royong dan kesejahteraan bersama (Suraji et al., 2021). 

3.3.  Formulasi Hukum Acara Persaingan Usaha Berbasis Nilai Pancasila 

Budaya hukum memiliki peran dalam mewujudkan keadilan sosial dan gotong royong 
dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Budaya hukum yang mencerminkan nilai-
nilai Pancasila, seperti penghormatan terhadap hukum dan semangat kebersamaan, 
dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Penelitian ini 
menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelaku 
usaha kecil dan menengah, masih rendah. Hal ini menghambat terciptanya lingkungan 
bisnis yang adil dan berkeadilan (Sumadi, 2017). 

Budaya hukum di Indonesia cenderung individualistis, yang bertentangan dengan 
semangat gotong royong dalam Pancasila (Nurwardani et al., 2016; Tjakrawerdaja et al., 
2006). Pelaku usaha lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kesejahteraan 
bersama, sehingga praktik persaingan usaha tidak sehat masih sering terjadi. Oleh sebab 
itu, program edukasi hukum yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan 
sosial dan gotong royong, untuk membangun budaya hukum yang lebih inklusif dan 
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Kajian terhadap program kepatuhan hukum yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 
Tahun 2022 menunjukkan bahwa inisiatif ini memiliki potensi untuk memperkuat 
budaya hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi program ini masih 
menghadapi hambatan, seperti kurangnya partisipasi aktif dari pelaku usaha dan 
minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Penelitian ini merekomendasikan agar 
program kepatuhan hukum dilengkapi dengan insentif yang mendorong pelaku usaha 
untuk berkolaborasi dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. 

Budaya hukum yang kuat dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk 
menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik bisnis (Amala, Indriyani, et al., 
2022). Misalnya, di beberapa negara, program pelatihan hukum yang melibatkan 
komunitas lokal telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong 
partisipasi masyarakat dalam pengawasan persaingan usaha. Pendekatan serupa dapat 
diadaptasi di Indonesia dengan menambahkan elemen-elemen lokal, seperti musyawarah 
dan mufakat, untuk memperkuat semangat gotong royong dalam budaya hukum. 

3.4.  Studi Kasus Implementasi Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU 

Penelitian ini mengkaji implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia melalui studi 
kasus beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Tim Penyusun, 
2023). Salah satu kasus yang dianalisis adalah perkara kartel tiket pesawat yang 
melibatkan beberapa maskapai besar. Putusan KPPU menunjukkan bahwa pelanggaran 
tersebut berdampak signifikan terhadap konsumen, khususnya dalam hal kenaikan harga 
yang tidak wajar (Sembiring et al., 2022). Penegakan hukum dalam kasus ini belum 
sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan sosial, karena sanksi yang dijatuhkan dinilai 
tidak memberikan efek jera yang memadai (OECD, 2010). 

Studi kasus lain yang dianalisis adalah perkara monopoli dalam distribusi gas industri 
(Cameron, 2023). Dalam kasus ini, KPPU berhasil membuktikan adanya penyalahgunaan 
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posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu (Tim Penyusun, 2023). Implementasi hukum 
dalam perkara ini menghadapi hambatan dalam hal koordinasi antar lembaga terkait, 
seperti pemerintah daerah dan kementerian teknis (Pawestri, 2017). Struktur hukum 
yang ada, belum optimal dalam mendukung prinsip gotong royong dan keseimbangan 
antara kepentingan individu dan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. 

Analisis terhadap kasus-kasus yang ditangani KPPU juga menunjukkan adanya 
kesenjangan dalam perlindungan terhadap pelaku Usaha, Kecil dan Menengah (UKM). 
Dalam beberapa perkara, UKM sering kali menjadi korban praktik persaingan usaha tidak 
sehat, akses UKM terhadap keadilan masih terbatas (KPPU, 2017; Tim Penyusun, 2023). 
Prosedur hukum yang kompleks dan biaya tinggi menjadi hambatan utama. Kondisi ini 
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kesejahteraan 
bersama, yang seharusnya menjadi landasan dalam implementasi hukum persaingan 
usaha. 

Beberapa putusan KPPU menunjukkan bahwa penggunaan indirect evidence dan 
pendekatan ekonomi dalam pembuktian kartel masih memunculkan perdebatan di 
tingkat keberatan. Dalam sejumlah perkara, pengadilan umum memberikan penilaian 
berbeda terhadap kecukupan alat bukti yang digunakan KPPU. Perbedaan interpretasi 
tersebut menunjukkan belum adanya standar pembuktian yang terformalisasi secara 
tegas dalam hukum acara persaingan usaha. Hal ini berimplikasi langsung pada kepastian 
hukum, karena pelaku usaha tidak memiliki parameter yang jelas mengenai batasan 
pembuktian yang dianggap memadai. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum 
persaingan usaha masih rendah, terutama di sektor-sektor yang kurang terawasi. Studi 
kasus menunjukkan bahwa program kepatuhan yang diatur dalam Peraturan KPPU 
Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pelaku usaha untuk 
mematuhi aturan. Kurangnya pengawasan dan insentif menjadi faktor utama yang 
menghambat keberhasilan program ini. Oleh sebab itu, perlunya pendekatan yang lebih 
proaktif untuk membangun budaya hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. 

Dalam konteks implementasi hukum persaingan usaha, penelitian ini mengidentifikasi 
perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Studi 
kasus menunjukkan bahwa pendekatan retributif yang dominan saat ini perlu dilengkapi 
dengan mekanisme yang lebih inklusif, seperti mediasi dan musyawarah. Mediasi dan 
musyawarah ini, seperti “leniency program” (Beaton-Wells, 2017). Pendekatan ini tidak 
hanya mencerminkan semangat gotong royong dalam Pancasila, tetapi juga dapat 
meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum. Dengan demikian, 
hukum persaingan usaha dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan 
sosial dan kesejahteraan bersama. 

3.5.  Perbandingan Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dengan 
Negara Lain 

Analisis komparatif terhadap implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia 
dengan beberapa negara, seperti: Australia, Singapura, dan Italia, menunjukkan adanya 
beberapa perbedaan mendasar dalam pendekatan regulasi dan implementasinya. Ketiga 
negara ini dipilih karena telah berhasil mengembangkan sistem hukum persaingan usaha 
yang efektif dan inklusif, dengan integrasi aspek budaya lokal yang kuat dalam 
penegakannya (Beaton-Wells, 2017; Cameron, 2023; C. Lee, 2005; Rodriguez, 2007). 

Di Australia, penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh Australian Competition 
and Consumer Commission (ACCC), yang menekankan transparansi, partisipasi 
masyarakat, serta insentif bagi pelaku usaha untuk menjalankan kepatuhan hukum 
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secara sukarela. Australia mengadopsi pendekatan kooperatif melalui compliance 
program, yang memberikan insentif berupa pengurangan sanksi bagi perusahaan yang 
secara sukarela melaporkan pelanggaran persaingan usaha (leniency policy). Pendekatan 
ini terbukti efektif dalam menciptakan budaya kepatuhan hukum yang tinggi di kalangan 
pelaku usaha, serta mengurangi konflik di tingkat implementasi (Kotlán et al., 2023; 
Stacchezzini et al., 2020; Vázquez & Cadavid, 2023). 

Di Singapura, implementasi hukum persaingan usaha dilaksanakan oleh Competition and 
Consumer Commission of Singapore (CCCS) (Setiawan et al., 2024). Lembaga ini secara 
aktif mendorong kepatuhan sukarela melalui program sosialisasi intensif dan pendekatan 
edukasi preventif kepada para pelaku usaha. CCCS juga menerapkan kebijakan 
kolaboratif dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, 
dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang tidak hanya berbasis sanksi administratif 
tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial lokal seperti keharmonisan dan partisipasi 
komunitas (Putri et al., 2018; Ratnaningtyas et al., 2017). 

Di Italia, lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Dalam struktur hukumnya, 
AGCM mengadopsi pendekatan berbasis dialog dan kolaborasi antar-stakeholders untuk 
mendorong kepatuhan secara sukarela. Italia mengimplementasikan insentif khusus bagi 
perusahaan yang secara proaktif menerapkan program kepatuhan internal (Compliance 
Program), berupa pengurangan denda atau mitigasi sanksi administratif jika terjadi 
pelanggaran hukum persaingan usaha (Ratnaningtyas et al., 2017). Model ini dinilai 
berhasil menciptakan budaya hukum yang kuat dan meningkatkan partisipasi aktif dari 
pelaku usaha dalam mendukung kebijakan persaingan usaha. 

Sementara itu, di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah 
mengatur Program Kepatuhan melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi 
implementasinya belum mencapai hasil optimal akibat masih rendahnya kesadaran 
hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga (KPPU, 2017; Tim Penyusun, 2023). 
Sistem kepatuhan yang ada lebih cenderung menekankan aspek formal-administratif, 
belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan keadilan 
sosial sebagaimana terkandung dalam paradigma Pancasila. 

Studi komparatif menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penegakan hukum 
persaingan usaha tidak hanya ditentukan oleh norma substantif, tetapi oleh kejelasan 
desain prosedural. Di Australia, pemisahan tegas antara fungsi investigasi oleh ACCC dan 
fungsi adjudikasi oleh pengadilan menjamin objektivitas dan kontrol yudisial yang kuat. 
Model ini menunjukkan pentingnya pemisahan kewenangan dalam menjaga 
akuntabilitas. Di Singapura, Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) 
menerapkan mekanisme leniency dan settlement secara eksplisit dalam kerangka 
prosedural yang tertulis. Hal ini memberikan prediktabilitas bagi pelaku usaha dalam 
menghadapi proses investigasi. Sementara itu, di Italia, otoritas persaingan usaha 
beroperasi dalam kerangka administrative enforcement yang terintegrasi dengan sistem 
peradilan administratif, sehingga kontrol terhadap kewenangan investigatif tetap terjaga. 

Pembelajaran utama dari ketiga negara tersebut adalah bahwa kepastian hukum dalam 
penegakan administratif, mensyaratkan: Batas kewenangan investigasi yang jelas; 
Standar pembuktian yang terformalisasi; Mekanisme settlement dan leniency yang 
terstruktur; dan desain kontrol yudisial yang pasti. Temuan ini memperkuat kebutuhan 
pembentukan Hukum Acara Persaingan Usaha (HAPU) sebagai kodifikasi prosedural 
yang berdiri sendiri di Indonesia (OECD, 2014; Whish & Bailey, 2021). 

Dengan mengadopsi dan menyesuaikan praktik-praktik terbaik dari ketiga negara 
tersebut, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum persaingan usaha yang tidak hanya 
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efektif secara formal, tetapi juga secara substantif mencerminkan paradigma nilai-nilai 
Pancasila (Amala, Laras, et al., 2022), khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial, 
kesejahteraan bersama, serta budaya gotong royong dalam aktivitas ekonomi nasional. 

3.6.  Rekomendasi Kebijakan untuk Penyelarasan Hukum Persaingan Usaha dengan 
Paradigma Pancasila 

Penyelarasan hukum persaingan usaha dengan paradigma Pancasila memerlukan revisi 
substansi hukum yang lebih menekankan pada perlindungan terhadap Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM). Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlu 
dilengkapi dengan pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur mekanisme distribusi 
manfaat ekonomi secara merata. Tujuannya untuk mencerminkan prinsip keadilan sosial 
dan kesejahteraan bersama, yang menjadi inti dari nilai-nilai Pancasila. Revisi ini juga 
harus mempertimbangkan penguatan prinsip gotong royong dalam penyelesaian 
sengketa. 

Dalam aspek struktur hukum, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan penegakan hukum yang lebih 
inklusif dan transparan. Paper ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur hukum 
dan pengurangan biaya akses keadilan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, koordinasi 
antar lembaga terkait perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi yang mendukung 
implementasi hukum persaingan usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat mencerminkan 
nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. 

Budaya hukum juga memegang peranan dalam penyelarasan hukum persaingan usaha 
dengan paradigma Pancasila. Paper ini merekomendasikan penguatan program edukasi 
hukum yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan gotong royong, 
kepada pelaku usaha. Program ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi yang 
melibatkan komunitas lokal. Selain itu, insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi 
perlu ditingkatkan untuk mendorong kepatuhan hukum secara sukarela. Langkah ini 
diharapkan dapat membangun budaya hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada 
kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian juga menyoroti pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih 
partisipatif, seperti mediasi dan musyawarah, untuk menggantikan pendekatan retributif 
yang dominan saat ini. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan semangat gotong 
royong dalam Pancasila, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha 
terhadap sistem hukum. Dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses 
penyelesaian sengketa, diharapkan tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan, yang pada 
akhirnya mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. 

Sebagai langkah strategis, artikel merekomendasikan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam 
program kepatuhan hukum persaingan usaha, seperti musyawarah dan mufakat. 
Pendekatan ini dapat meningkatkan penerimaan regulasi oleh pelaku usaha dan 
masyarakat. Selain itu, adaptasi praktik terbaik dari negara lain, seperti insentif 
pengurangan denda bagi pelaku usaha yang menunjukkan upaya nyata dalam mematuhi 
hukum, dapat diterapkan dengan menyesuaikan konteks lokal. Langkah-langkah ini 
bertujuan untuk menciptakan sistem hukum persaingan usaha yang tidak hanya efektif, 
tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila. 

Reposisi hukum persaingan usaha sebagai rezim administratif pasca Undang-Undang 
Cipta Kerja menuntut reformulasi kelembagaan dan prosedural yang sistematis. 
Kepastian hukum tidak cukup dijamin oleh penegasan sifat sanksi, tetapi harus 
diwujudkan melalui desain hukum acara yang jelas. Oleh karena itu, pembentukan 
Hukum Acara Persaingan Usaha (HAPU) menjadi kebutuhan mendesak, dengan 
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pengaturan mengenai: Batas kewenangan investigasi KPPU; Standar dan sistem 
pembuktian; Mekanisme settlement dan leniency; dan Prosedur keberatan dan desain 
kontrol yudisial. Tanpa kodifikasi prosedural tersebut, penegakan hukum persaingan 
usaha berpotensi mengalami inkonsistensi dan ketidakpastian dalam praktik. 

Dalam rezim penegakan hukum administratif, kepastian hukum sangat bergantung pada 
kejelasan standar pembuktian (standard of proof). Tidak seperti hukum pidana yang 
mengenal asas “beyond reasonable doubt”, hukum persaingan usaha administratif 
umumnya menggunakan standar “balance of probabilities” atau “convincing evidence” 
yang diformulasikan secara eksplisit dalam praktik internasional. Dalam konteks 
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur standar 
pembuktian yang harus dipenuhi KPPU dalam membuktikan praktik kartel atau 
penyalahgunaan posisi dominan. Akibatnya, penggunaan indirect evidence dan economic 
inference seringkali bergantung pada diskresi penilaian otoritas. 

Praktik internasional (best practices) menunjukkan bahwasanya penggunaan 
circumstantial evidence dalam perkara kartel diperbolehkan sepanjang memenuhi 
konsistensi, koherensi, dan tidak adanya penjelasan alternatif yang rasional (OECD, 2010; 
Areeda & Hovenkamp, 2017). Tanpa formalisasi parameter tersebut dalam hukum acara, 
maka terdapat potensi disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, 
reformulasi Hukum Acara Persaingan Usaha harus secara eksplisit juga mengatur: Beban 
pembuktian (burden of proof); Standar kecukupan bukti; Kriteria penggunaan indirect 
evidence; dan intensitas pengujian dalam mekanisme keberatan. Pengaturan tersebut 
tidak hanya meningkatkan akuntabilitas KPPU, tetapi juga memperkuat legitimasi 
administratif penegakan hukum persaingan usaha. 

4. KESIMPULAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi, struktur, dan budaya hukum persaingan 
usaha di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila, 
khususnya dalam aspek keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan gotong royong. 
Meskipun UU Nomor 5 Tahun 1999 dan perubahannya melalui UU Cipta Kerja telah 
berupaya menciptakan kepastian hukum melalui pendekatan administratif, akan tetapi 
regulasi tersebut belum optimal melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai 
perwujudan keadilan sosial. Struktur hukum yang ada, khususnya kewenangan KPPU, 
masih menghadapi hambatan dalam hal transparansi, koordinasi kelembagaan, dan 
efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, budaya hukum masyarakat yang belum 
sepenuhnya internalisasi nilai-nilai Pancasila turut menghambat tercapainya tujuan 
persaingan usaha yang berkeadilan sosial. 

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan beberapa kebijakan strategis. Pertama, 
perlu revisi substansi hukum yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip 
perlindungan UKM sebagai cerminan keadilan sosial. Kedua, struktur kelembagaan KPPU 
harus diperkuat melalui simplifikasi prosedur, koordinasi antar lembaga yang lebih 
efektif, serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan 
mufakat. Ketiga, pembangunan budaya hukum melalui edukasi nilai-nilai Pancasila 
kepada masyarakat dan pelaku usaha, disertai insentif positif bagi kepatuhan hukum, 
perlu dilakukan secara sistematis. Dengan implementasi rekomendasi ini, hukum 
persaingan usaha di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen untuk menciptakan iklim 
usaha yang sehat dan kompetitif, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mewujudkan 
kesejahteraan sosial sesuai paradigma Pancasila. 
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